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ABSTRAK 

 

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang meliputi: Perencanaan, 

Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, Pembiayaan dan Pendanaan, 

Pengawasan dan Peran Serta Masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan atas 

Kedaulatan, Kemandirian, Kebermanfaatan, Kebersamaan, Keterpaduan, 

Keterbukaan, Efisiensi Berkeadilan, dan Berkelanjutan. Pembentukan Kawasan 

Agrowisata yang merupakan salah satu upaya pengembangan usaha masyarakat 

berbasis agribisnis dapat dilakukan sebagai usaha untuk mendukung Perlindungan 

Petani. Namun pada prakteknya, Petani belum menerima perlindungan hukum 

secara maksimal. Untuk mengetahui hal tersebut maka Penulis merumuskannya 

dalam tiga permasalahan, yaitu Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan, Faktor 

Pendorong dan Penghambat, dan Bentuk Pengawasan beserta Tanggung Jawab 

terhadap Kelompok Tani di Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun yang dianalisis 

berdasarkan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Petani. Telah dilakukan penelitian yuridis sosiologis pada Kelompok Tani di 

Kawasan Lubuk Minturun. Data yang Penulis gunakan adalah data sekunder, data 

primer dan data tersier. Alat pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi 

lapangan dengan quesioner. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian 

diambil kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat 

indikasi  bahwa  Ketua kelompok tani di Lubuk Minturun masih kurang dapat 

mengakomodir hak-hak anggota kelompok taninya secara maksimal sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Faktor utama pendorong 

pengembangan kawasan agrowisata di kawasan Lubuk Minturun adalah Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2013 beserta Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 

Pertanian, sedangkan kurangnya peran Ketua kelompok dalam mengakomodir 

hak-hak anggota kelompok tani dalam mendapatkan hak-haknya menjadi faktor 

penghambatnya. Peranan serta Tanggung Jawab Pemerintah Kota Padang 

terhadap Kelompok Tani di Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun dilihat pada 

upaya Pemerintah memberikan penyuluhan, pelatihan maupun bantuan materi 

kepada Petani Bunga di kawasan Lubuk Minturun. 
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